
Menimbang;

Mengingat:

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO Sヽ VALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 14AHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan

praszrrana fisik pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan

toko swalayan yang sesuai dengan persyarata-n teknis

Staldar Nasional Indonesia dar guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, perlu menciptakan pasar

ralryat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang

tertib, teratur, afnan, bersih dan sehat sehingga

men-iadikan pengl]erak roda perekonomial;

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauait

Sangihe membutuhkal dasar hukum sebagai pedoman

penataan dan pengelolaan pasar rat5.at, pusat

perbelanjaal darr toko swa.layan;

bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu men€tapkan

Peraturan Bupati tentang Pengelolaal Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

a_

b.

C.

1. Undarg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ta22\;
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4. U-J*E U*J*s llo"*at 2! ?ah'c.r- 2O14 tentang

Pemerintahan Daera-h (Irmbararl Negara Republik

Indo[esia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba]ran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seb^gai'nana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undarg-

Undang Nomoi 6 Tahun 2023 lei]laJ]g Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Uudang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tefialj.g Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik

indonesia Nomor 6856);

3- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahurr 2014 tentarg

Perubahal Nama Kabupatea Kepulauan Salgihe dal
Talaud oenjadi Kabupaten Kepulauan Sargihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembarar} Negara Republik

Indonesia Tahul 2014 Nomor 167, Tambahan Lemba-raJr

Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tenta.ng

Penyelenggaraan Bidang Perdagaagan (l€mbarar Negara

Republik Indonesia Talrun 2021 Nomor 39, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

5. Peraturan Menteri Perdagangaa Noraor la Ta}l]fi 2022

tentang Perubahal Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 23 Tabun 2O2l tentang Pedolaan

Pengembangan, Penataar darl Pembinaan Pusat

Perbelanjaan dal Toko Swalayan (Berita Negara

Republik Indonesia Tehur: 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOI,AAN PASAR

RAI(YAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

|
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahar Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenanga-n daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahal Daerah dal tugas pembantuan di bidang

perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang

menyelenggarakan unsur pemerintahal Daerah dan

tugas pembantuan di bidang perindustrian,

perdagangal dan pengelolaan pasar.

6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata,

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta,

badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los

dan tenda vang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil

dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi

serta UMK-M dengan proses jual beli baralg melalui

tawar menawai.

7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasa-r

Rakyat yarg meliputi perencalaan, pelalsanaan dan

pengendalian Pasar Ralg/at.

8. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalal segala upaya

Pemerintah Daerah dalam metindungi keberadaan Pasar

Ralqrat agar mampu berkembang lebih baik untuk

dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko

`

い
■
■
■
■

仇
′

BAB I

KETENTUAN UMUM

swalayan.
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9. Pcraanlaatan adala.tr pendayagunaal Baralg Mi(k
Daerah yang tidak digunal<an untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau

optimalisasi Baralg Milik Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan.

10. Penataan adalal segala upaya yarlg dilakukal
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata

penempatan pedagarg di area pasar agar menjadi terlib,

terahn dan kondusif.

11. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukua yang

melakuha.n kegiataa menawarkan barang dan/atau jasa

di Pasar Ra.Lyat.

12. Toko adalah bangunan geduag yang uelekat pada pasar

dan menghadap jalan utama di lingkungan pasar yang

diizintan, dengar fungsi usaha yang di.gunataD untuk
menjual barang/ jasa.

13. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceraa

dal usahawan komersial lainnya yarrg merencanaka.rr,

mengembangkan, mendirikal, memiliki dan mengelola

sebuah properti tunggal.

14. Toko Swalayal adalatr toko dengan sistem pelayanan

mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceral
yang berbentuk minimarkel supermarket, depqfim-ent

store, hgpermqrket ataupun grosir yar}g berbentut
perkulakan.

15. Kios adalah bangunan permanen yarg antara satu

dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai

dari lantai, dinding sampai ke langit-langit/penutup

atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yarg
dipergunalal untuk beiualan.

16. Area pasar adalah lahal dengan radius tertentu yarg
dipergulalar untuk melakukal aktivitas di pasar yang

Doerupaka.n bagian dari pasar.

([^a
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17. l,apak atau Eceran adalah tempat berjualal yang

terbuka di Pasar Ralqrat yang dipakai untuk

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat

tidak permanen.

18. Fasilitas Pasar Ra\rat adalah fasilitas di Pasar Ralyat

yang dipergunakal untuk sarala penunjang kegiatan di

Pasar Ralq/at.

19. Surat Persetqjuan Penggunaan Tanah/Bangunar yang

selanjutnya disebut SPPr/B adalal surat keterangan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para

pedagang yang menempati terapat bedualan yang berada

di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

20. Standal Nasional Indonesia adalah staldar yang

ditetapkan oleh lembaga yalg menyelenggarakan

pengembangan dan pembinaan di bidaag staldardisasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjadi

pedoman dalam penyelenggaraan Penataan dart Pengelolaan

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di

Daerah seca.ra profesional dan memenuhi staldar nasional

sehingga dapat mendorong Pasar Rakyat mampu

berkompetisi dan berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaar

dan Toko Swalayal.

Pusat Perbelanjaan darl Toko Swalayan;

q
t^

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini antara lain:

a. meningkatkan sarana dan prasarana Iisik Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sesuai

dengan persyaratan teknis Standar Nasional Indonesia;

b, menciptakal Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan yarg tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;

c. melestarikan dan menjaga kearifan lokal serta

mempertahankan nilai sejarah dari sebuah Pasar Rak5rat,
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d. memberdayakan potensi ekonomi darr budaya lokal;

e. memberdayakan Pasar Ralgrat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan agar mampu berkembang, bersaing,

tangguh, maju dan mandiri;

f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat da.lam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

g. menjadikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaaa dan Toko

Swalayan sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;

h. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut
serta dalarn Penataan darl Pengelolaan Pasar Ralryat,

Pusat Perbelanjaar dan Toko Swalayan sebagai sa-lah

satu elemerr kemajuan da-n kesejahteraan masya-rakat

dan Daerah; dan

i. mendukung optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalarn Peraturalr Bupati ini, meliputi:

a. asas pengelolaan darr Pemberdayaan Pasar Ralg/at, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swa.layan;

b. kedudukan dal fungsi Pasar Ralgrat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan;

c. wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam

pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelaljaal dan Toko Swalayan;

d. perencanaal da-n pengembangan dalam pengelolaan dan

Pemberdayaan Pasar RaLyat, Pusat Perbelaljaai darr

Toko Swa.layan;

e. penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelarjaar daJr Toko Swalayan;

f. penataan dajr penempatan pedagang Pasar Ralyat, Pusat

Perbelalj aan dan Toko Swalayar;

g. pemanfaatan fasilitas Pasar Rakj.at, Pusat Perbelarjaan

dan Toko Swalayan;

t^
q



‐7-

h. tata cara pemulgutan retribusi pelayanan Pasar Ralgrat,

penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelaljaaa dan Toko Swalayan;

i. tata tertib Pasar Ralgzat, Pusat Perbelarjaan dan Toko

Swalayan;

j. keterbukaan informasi mengenai Pasar Ralgrat, Pusat

Perbelaljaan darr Toko Swalayan;

k. kerja sama pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Ralgrat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

l. pembinaan, pengawasan dart evaluasi;

m, peran serta masya-rakat; dan

n. sanksi administrasi.

BAB II

ASAS

Pasa.l 5

Guna rnencapai maksud dan tujuan sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 2 dan Pasa.l 3, Penataan, Pengelolaa-n Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan darl Toko Swalayan

diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat, yaitu bahwa Penataan dan Pengelolaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kepentingan masyarakat;

b. nyamal, yaitu bahwa dengan Penataan darl Pengelolaan

Pasar Ralg,at, Pusat Perbelanjaan dal Toko Swalayan

yang baik dan profesional akal memberikan rasa

nyaman bagi para pedagalg, para pembeli, pengelola darr

masyarakat lingkungan pasar dan sekitarnya;

c. aman, yaitu bahwa dengan Penataan dan Pengelolaan

Pasar Ra-l(fat, Pusat Perbelanjaan da-n Toko Swalayan

yaarg baik dan profesional dapat memberikan

perlindungal kepada Pedagang maupun konsumen;

|
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d. serasi, yaitu baiwa dengan Penataan dan Pengelolaan

Pasar Ral<yat, Pusat Perbelaajaan dan Toko Swalayan

yang baik dal profesional dapat mendorong Pasar Rakyat

tumbuh dan berkembalg, saling memerlukal, saling

memperkuat serta saling menguntungkan;

e. adil, yaitu bahwa peraturan yang berkaitan dengan

Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakjrat, Pusat

Perbelaljaan dan Toko Swalayan berlalm secara adil

sesuai dengan peruntukannya; dan

f. merata, yaitu bahwa Penataan dan Pengelolaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayaa hasilnya

dapat dinikrrati secara merata oleh seluruh lapisan

masyarakat di Daera] .

BAB III

KEDU‐DUKAN DAN FUNOSI

Pasal 6

(1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelarjaan dan Toko Swalayan

berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun,

dimiliki dar/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah

Daerah dan dipergunakal untuk meningkatkan

perekonomian Daerah.

(2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaar dan Toko Swalayan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pasar Ttikora Kecamatan Tahuna;

b. Pasar Mini MaI Kecamatan Tahuna;

c. Pasar Towo'e Kecamatan Tahuna;

d. Pasar Tona Kecamatan Tahuna Timur;

e. Pasar Kendahe Kecamatan Kendahe;

f. Pasar Ka.lasuge Kecamatan Tabukan Utara;

g. Pasar Naha Kecar:natan Tabukan Utara;

h. Pasar Petta Kecamatan Tabukan Utara;

|
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i. Pasar Bungalawang Kecamatan Tabukan Tengah;

j. Pasal Kuma Kecamatarr Tabukan Tengah;

k. Pasar Manalu Kecamatan Tabukan Selatan;

1. Pasar Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tenga-h;

m. Pasar Iapango Kecamatal Manganitu Selatan;

n. Pasar Laine Kecamatan Manganitu Selatan;

o. Pasar Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan;

p. Pasar Dagho Kecamatan Tamako;

q. Pasar Tamako Kecamatan Tamako;

r. Pasaj Lebo Kecamatan Maqganitu; darr

s. Pasar Manganitu Kecamatan Manganitu.

Pasal 7

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dai Toko Swalayal

sebagaimala dima-ksud dalara Pasal 6 ayat (2],, mempakan

suatu lembaga ekonomi yaJlg mempunyai fungsi strategis,

antara lain:

a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;

b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;

c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;

d, menyediakan sarana berjualal, terutama bagi pelaku

usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;

e. menjadi referensi harga ba1lan pokok yang mendasari

perhitungar tingkat inflasi darr indikator kestabilan

harga di Daerah;

f. meningkatkan pendapatan asli Daerah;

g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal

setempat; dan

h. merupakan hr:1u sekaligus muara dari perekonomian

informal yang menjadi tulang punggung perekonomian

Daerah dan nasional

q
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BAB IV

WEヽVENANC,KEヽVAJIBAN,

TUGAS DAN TANGGUNG JAヽ VAB

Bagian Kesatu

Pemerinta-h Daerah

Paragral 1

Wewenang

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaal Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan da-n Toko Swalayan, Pemerintah

Daerah berwenang:

a. menetapkan kebljakaa da{r strategi Penataan dan

Pengelolaan Pasar Ral<yat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;

b. menyelenggarakal Penataar:r dan Pengelolaai Pasar

Ralq/at, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan skala

Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan

lriteria yang ditetapkan peraturan perundaag-undalgan;

c. menetapkan lokasi Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan darl

Pasar Swalayan dengar berpedoman pada ketentuan

peraturar perundang-undangan;

d. melakukal pemantaua-n dan evaluasi dalam Penataan

dan Pengelolaan Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan di Daeralu

e. menl,.usun dan menyelenggarakan sistem Penataan dan

Pengelolaan Pasar Ral<Jrat, Pusat Perbelanjaal dan Toko

Swalayal di Daerah sesuai dengal kewenangan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melatukan pembinaan dan pengawasal kinerja Penataarr

dan pengelolaan Pasar Ralg/at, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan yang dilalsanakan pihak ketiga di

Daerah

|
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Par€rel2
Kewajibal

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiba-n menyelenggarakan,

Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanj aal dan Toko Swalayan.

(2) Kewajibal Pemerintah Daerah sebagaimana dimal<sud

pada ayat (1), meliputi:

a. menJ rsun perencanaan, prograrn, pengembangan,

pengendalian operasional dan kebijakan Penataan dan

Pengelolaan Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan;

b.menyelenggarakan Penataan, pembinaal, penertiban,

pengawasan da! evaluasi Penataan daIr Pengelolaan

Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan darl Toko Swalayan;

c. menyusun dan mengadakan kebutuhan s'arana

prasara-na Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaal dan Toko Swalayan;

d. mengumpulkan, mengolah, mengalalisis, menyimpan,

menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi

Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanj aan dar Toko Swalayar;

e. menerbitkan SPPI/B, tanda bukti pembayaran retribusi

Daerah; dan

f. memungut retribusi Daerah pelayanan pasar darl

retribusi Daerah lainnya kepada pedagalg sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

(3) Kewajibar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), secara teknis dilaksarakan oleh Dinas. ,
t&t1
I
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Paragraf 3

Ttrgas

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan Penataar dan Pengelolaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelaljaan dan Toko Swalayan,

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya

pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang

terencana dan terarah sesuai dengan tujuar sebagaimana

dim.aksud dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimalsud pada

ayat (1), meliputi:

a. menumbuh kembalgkal dan meningkatkal kesadaral
masyarakat dalam Penataan dafr Pengelolaan Pasar

Ralgrat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

b.melakukan penelitian, evaluasi pengembangal,

penanganan, pengendalian, Penataan darl Pengelolaarr

Pasar Ralq/at, Pusat Perbelanjaan dajl Toko Swalayan;

c. melakukan pengelolaan pendapatan darr penggunaan

sarana prasarana Penataan dan Pengelolaa-n Pasar

Ralgrat, Pusat Perbelarjaan dan Toko Swalayar;

d. melakukan p€ngatwan, Penataan dan penempatan

pedagang di dalam Penataan dal Pengelolaaa Pasar

Ralg/at, Pusat Perbelanjaal dar Toko Swalayan;

e. melakukan pembinaal, pengawasan, penertiban darr

pengamanan PenataaJr dan Pengelolaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan,

pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana

prasarana Pasar Rat<yat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan;

g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya

saing Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan; dan

W
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h. melakukal koordinasi denga! dan antar lembaga

pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah,

masyarakat, komunitas Pasar Ralyat, Pusat

Perbelanjaaa dan Toko Modem dan instansi terkait agaJ

terdapat keterpaduar dalam Penataan dan Pengelolaal

Pasar Rals/at, Pusat Perbelanjaan darl Toko Swalayan.

(3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), secara teknis dilalsanakan oleh Dinas.

Paragraf 4

Tang『lngjawab

Pasal 1 I
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelaljaan dal Toko Swalayan.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksalakal oleh

Dinas-

(3) Guna mendukung pelalsanaan teknis tanggung jawab

sebagaimala dimaksud pada ayat (2), kepala bidarg
pengelolaan pasar bertanggung jawab dalam penyiapal

penjrusunan rencana, pengkoordinasian pelaksanaan,

pengelolaan administrasi, penagihan retribusi pendapatan

asli Daeral, penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan

tekrds operasional dan/atau teknis penunjang bidarg
pengelolaan pasar serta Penataan dan Pengelolaan Pasar

Ralqrat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 
I

lh,
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Bagial Kedua

Pedagang

Paragraf I
Hak

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar

Ral<yat, Pusat Perbelanjaan dar Toko Swalayan, setiap

pedagang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam Penataan dan

Pergelolaal Pasar Ralgrat, Pusat Perbelanjaar dal Toko

Swalayal secara baik dal berkualitas dari Pemerintah

Daerah;

b. memperoleh informasi yang benar dar akurat mengenai

penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaal dan Toko Swalayan;

c. memperoleh pembinaan agar dapat mela-ksanakan

fungsinya secara baik dan terarah da-n penyelenggaraal

Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, hlsat
Perbelanjaar dan Toko Swalayan; dan

d. memperoleh bukti pembayaran retribusi Daerah

pelayanan pasar dan retribusi Daerah lainnya sesuai

denga-n ketentuan peraturan perundarg-undangan.

Pasa.l 13

Dalam penyelenggaraan Penataar dan Pengelolaarr Pasa-r

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, setiap

Pedagang berkewajiban:

a. menjaga kebersihan, kearnanan dan ketertiban di
lingkungan Pasar Ralq/at Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalavan: t

hq
t

Paragral2

Kewajiban



-15-

b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak

penempatan ya]1g dimilikinya dengan tertib dan teratur;

c. menempatka-n dan menl-usul barang dagangan secara

teratur, tertib dan rapi;

d. membayar retribusi Daerah pelayanan pasar dan

retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undanga-n;

e. menyediatan alat kebersihan dan tempat saJnpah serta

membuang sarnpa-h pada tempatrrya; dan

f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di
lingkungan Pasar Ral<yat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan.

Paragraf 3

Targgung Jawab

Pasal 14

Setiap Pedagang di Pasar Ral<yat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayal wajib mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelarjaan dan Toko Swalayal.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaarr

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menl.usun perencanaan, prograrn,

pengembangan dan evaluasi kebijakar pengelolaan dan

Pemberdayaan Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan.

|
九
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Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menl-usun perencanaan kebutuhan

sa-rana prasarEma dalam rangka Penataan dan Pengelolaan

Pasar Ral<Jrat, Pusat Perbelanjaan darr Toko Swalayar.

(2) Penl'usunan perencaiaan kebutuhan sarana prasarana

sebagaimala dimalsud pada ayat (1), secara teknis

dikoordinasikal dan dilal<sanakan oleh Dinas.

(3) Penlrusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana

sebagaimala dimalsud pada ayat (2), dituangkan dalam

Rencana Keda pada Dinas.

(4) Penlrusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana

sebagaimana r{irnaksud pada ayat (3), dan pelaksanaan

pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan

perundarg-undangan. | .

Iq
I

(2) Pen5msunan perencanaan, program, pengembangan dan

evaluasi kebijakan pengelolaan dan Pemberdayaar Pasar

Rakyat, Pusat Perbelaajaan dal Toko Swalayal

sebagaimana dimalsud pada ayat (1), secara teknis

dikoordinasikan dan dilaksanatan oleh Dinas.

(3) Penlrusunan perenc€ma€ul, program, pengembalgan dan

evaluasi kebijakan pengelolaal dan Pemberdayaan Pasar

Ratyat, Pusat Perbelaljaan dan Toko Swalayan

sebagaimana dimalsud pada ayat (2), dituangkan dalarn

Rencaaa Kerja pada Dinas.

(4) PenJrusunan Rencana Keda pada Dinas sebagaimala

dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

PENYELENGGARAAN,PENATAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Penataan dal pengelolaan Pasar Rakjrat,

Pusat Perbelanjaan da'rl Toko Swalayan, meliputi:

a. perencanaan Penataan dan Pengelolaan Pasar Ralgzat,

Pusat Perbelaljaal darr Toko Swalayan;

b. pelaksanaan pengelolaan da-n pemeliharaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelaljaan dal Toko Swalayan;

c. pengawasan Penataa-n dar Pengelolaan Pasar Ralq.at,

Pusat Perbelanjaai dan Toko Swalayall;

d. pembinaan darl pengendaliar Penataan darr Pengelolaal

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

dan

e. peningkatan tipe Pasar Ralg/at, Pusat Perbelanjaan darl

Toko Swalayan.

(2) Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaal Pasan Ralg/at,

Pusat Perbelaljaan dan Toko Swalayan sebagaimana

dimalsud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh

Dinas-

(3) Guna penyelenggaraan Penataa.n dan Pengelolaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelaljaan dar Toko Swalaya!

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang

pengelolaan pasar wajib melaporkan baik secara berkala

maupun insidental kepada Kepala Dinas.

(4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

Penataan dan Pengelolaan Pasar Ra-I$rat, Pusat

Perbelanjaal dan Toko Swalayar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). ,

hq
I
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Bagian Kedua

Penataan dal Pengelolaal

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

(1) Penataal dar Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi pengelolaan

fisik dan pengelolaan non fisik.

(2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. perencanaar operasional dan pelaksalaan Penataan

dar Pengelolaan Pasar Ral$/at, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan;

b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai

serta pemanfaatan dan penggunaal lahan pada lokasi

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

yarg telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan

c. pengadaan, pemanfaatan, pemas.rran, dan

pemeliharaar serta pengemba.ngan lahan dan bargunan

sesuai ketentuan peraturan perurrdang-undangan.

(31 Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi penciptaal situasi dan kondisi yalg
memungkinkar terjadinya kegiatan jual beli barang dan

atau jasa secara wajar, tertib, aman dan nyaman serta

berkelanjutan di Pasar Rakjrat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan,

(4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), meliputi kegiatan:

a. pendataan, Penataar, penetapan Pedagang dan
pemungutart retribusi Daerah pelayanan pasar dan

retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

|
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b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan

pengamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

c. pemberdayaal Pedagang dan pengendalial kegiatan

penyelenggarar pelayanan di Pasar Ralgrat, Pusat

Perbelarjaan dan Toko Swalayan; dan

d. koordinasi dengan instansi dal pemangku kepentingan

terkait Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakj,at, Pusat

Perbelanj aan dan Toko Swalayan.

(5) Pengelolaan fisik dar non fisik sebagaimaaa dimalsud
pada ayat (1), secara telsis dilaksanalar oleh Dinas.

(6) Guna pengelolaan frsik darl non Iisik Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimaira dimaksud

pada ayat (1), kepala bidarg pengelolaan pasar wajib

melaporkal baik secara berkala maupun insidenta-l

kepada Kepala Dinas.

(7) Kepala Dinas bertanggungiawab terhadap pengelolaan

hsik darl non fisik Pasar Ralg/at, Pusat Perbelanjaan dan

Toko SwalayaJt sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasa-l 19

(1) Penataan dan PengeloLaan Pasar Ralyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengarr pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragral2

Perluasan, Renovasi dan Pembangunan

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk
mernperluas, merenovasi dan membargun serta

memindahkan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalavan
)

-79-
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(2) Dalam menentukan lokasi untuk memperluas, merenovasi

dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar RakJrat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan-

(3) Untuk melaksalakal pembalgunan perluasan, renovasi

dafi pembangunan baru serta pembangunan/revitalisasi

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan da.rr Toko Swalayan

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(4) Kedasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

di.laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundalg-undalgan.

Pasal 21

(1) Perluasan, renovasi dal pembangunan/revitalisasi Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

sebagaimana dimatsud dalam Pasal 20 dilaksanakan

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaal

kegiatan perluasan, renovasi dan pemba.ngunan/

revitalisasi Pasar Ralgiat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalarn hal pelaksalaan kegiatan perluasan, renovasi dar1

pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan kedasa&a dengajr
pihat ketiga maka tanggung jawab dilaksanakan secara
proporsional sebagaimana tertuang dalarn naskah
p.t".;r- 
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Paragraf 3

Jenis,Klasi■kasi dan Pcnetapan Klasi■kasi Pasar

Pasal22

(1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:

a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang

diperjual belikal lebih dari satu jenis dagalgan secara

berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari; dan

b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang

diperjual belikar sebagian besar terdiri satu jenis

dagangan beserta kelengkapannya.

(2) Klasifikasi Pasar Rakyat, Puaat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan ditentuka-n berdasarkan Pertimbangan hari

buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlal pedagang, omset,

penerimaal retribusi, serta sarana dan prasarana yang

tersedia.

(3) Klasilikasi Pasar Ratyat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:

a. Pasar Rakyat tipe A;

b. Pasar Ral<Jrat tipe B;

c. Pasar Rakyat tipe C; dan

d. Pasar Ralg/at tipe D.

(4) Klasifikasi pusat perbelanjaan dar Toko Swa-layan

sebagaimana dimatsud pada ayat (2), diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

a. Pusat Perbelanjaal dal/atau Toko Swalayan tipe A;

b. Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan tipe B;
(5) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, merupakan Pasar Ral<Jrat dengal operasional
pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit
4O0 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahal paling

sedikit 5.oOO m2 Gima ribu m
",". o",""d).tf,
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(6) Pasar Ra{yat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional
pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu,
jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus
tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas la_han paling

sedikit 4.OOO m2 (empat ribu meter persegi).

(7) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c, merupakan Pasar Ralg/at dengal operasional
pasar pa.ling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu,
jumlah kapasitas pedagarg paling sedikit 2OO (dua ratus)

orang, dan/atau luas laian paling sedikit 3.OOO m2 (tiga

ribu meter persegi).

(8) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) huruf d, merupaka-n Pasar Rakyat dengan operasiona.l

pasar paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) minggu,
jumlah kapasitas pedagang pa.ling sedikit 1OO (seratus)

orang, dan/atau luas la}Ian pating sedikit 2.OOO m2 (dua

ribu meter persegi).

(9) Pusat Perbelarjaan dan/atau Toko Swalayan tipe A
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupatan
pusat perbelarjaan dan/atau Toko Swalayan dengan

operasional pasar harian full, jumlah kapasitas pedagang

paling sedikit 4OO (empat ratus) orang, dan/atau luas

lahan paling sedikit 5.OOO -2 1liroa ribu meter persegi)

dan atau tingkat/ susun.

(1O) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayart tipe B

sebagaimala dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan
pusat perbelanjaan dalf/ at,.\r Toko Swalayan dengan

operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang

paling sedikit 4OO (empat ratus) orang, dan/atau luas

lahan paling sedikit 5.OOO m2 0itna ribu meter persegi)

dan atau tingkat/susun. A

ヤ1′



(11) Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar Ralgrat dan Pusat

Perbelaljaal dan/atau Toko Swalayan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Fasilitas

Pasal 23

(1) Fasilitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan terdiri dari:

a. komponen utama; dan

b. komponen pendukung.

(2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. Toko;

b. kios;

c. Los;

d. Lapak/Ecerar/a1as;

e. jaringan listrik dan penerangan;

f. drainase;

g. sarana parkir;

h. sarana bongkar muat;

i. sarana ibadah;

j. sarana kantor pengelola;

k. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;

l. salana kearnanal dan pengamanan;

m. sarana pemadam kebakaran lhgdrqnt);
n- sarana kebersihan;

o. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik
(difabel); dan

p. alses jalan dan pintu.
r̀

r
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(3)Koinponen lXndukung sebagaコ nal■a dΠlaksud pada ayat

(1)huruf b,lneupu● :

a.j"mgan tlckomunkasi;

b.たたIame;

c. 8ロユdaュlg;

d. pos pelayanan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbarg

dan PerlengkapannYa;

e. jalan dan/atau Pintu darurat;

f. alat penghubung (tangga/eskalator);

g. pos pelayanan terpadu;

h. pos pelaJ,anan jasa;

i. ruarg terbuka hljau;

j. kantor pengelola Pasar;

k. rest dreai

l. smaking area; darr

m, ruang laktasi (menJrusui).

Paragraf 5

Jam oPerasional

Pasal,24

(1) Jam operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan ditetapkan dengan memperhatikan jenis

dan klasilikasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swa.layar

(2) Jarn operasional Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengar ketentua-n sebagai berikut:

a. pasar umum, dergan ketentuan:

1. Pasar RaI<Jrat tipe A, kegiatan dimulai pada pukul

O4.OO WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA;

2 Pasar Rakyat tipe B, kegiatan dimulai pada pukul

04.30 WITA sampai dengal pukul 20 0O WITA; dan
,
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3 Pas"rakv江 tipc c dan t●eD,ke,試an dimulal pada

puku1 05.3o WITA sanlpa dengan pukul 18.oo WITA.

b.pasar khusus,kegat狐1“mula pada puku1 06.00 WITA

mmpal dengan puk■ 120.00 WFA.

c.pusat perbclanJaan d餌 1/atau TOkO SWdayan dimul轟

pada pukit」  07.00 WITA san■ paユ dengan puku1 23.45

WITA.

(3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di

luar jam operasional sebagaimana dimalsud pada ayat (2)'

dengan sepengetahuan petugas Pasar Ra-Igrat atas seizitl

kepala pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan darl

Toko Swalayan.

Bajan Keiga

Penlbcrdayaan

Pasal 25

(l)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

penyelengaraan pemberdayaar Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayart.

(2) Pemberdayaan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1),

secara teklis dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pemberdayaan seca::a teknis sebagaimala dimaksud
pada ayat (2), berupa antara lain:

a, meningkatkal profesionalisme pengelola;

b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
c. meningkatkal kualitas komponen utama dan

komponen pendukung pusat perbelanjaan dan Toko
Swalayal.

Pasal 2 6

Peningkatan profesionalisme pengelola pusat perbelanjaan

dal/atau Toko Swalayal sebagaimana dimalsud dalam pasal

25 ayat (3) huruf a, melalui: r
i
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a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

b. penerapan ma-najemen yarg profesional;

c. pembentukan struldur organisasi dan uraian tugas yang

jelas; dan

d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 27

Peningkatar kompetensi pedagang Pusat Perbelanjaan

dan/atau Toko Swalayan sebagaimana dima}sud dalam

Pasal 25 ayat (3) huruf b, melalui:

a. pembinaa-n disiplin pedagang;

b. bimbingar kepada para pedagang untuk menarik minat
pembeli;

c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedaga::g; dan

d. pemahar:nan terhadap perilaku pembeli.

Pasal 28

Peningkatkan kualitas komponen utama dan komponen

pendukung Pusat Perbelanjaan darr Toko Swalayan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 25 ayat (3) huruf c,

antara lain;

a. pembenahan tata letak;

b. pengatuan lalu lintas orang dan barang didalarn

lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

c. peningkatkaa kualitas kontruksi;

d. pembenahan sistem air bersih da-n limbah;

e. pembenalan sistem elektrikal;

f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan

g. pembenahan sistem penanganar sarnpah.

Pasal 29

Guna pemberdayaal, selain menyelenggarakan kegiatan

sebagaimala dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 da.rt Pasal

28, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan

|
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a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagalg

lama, datam hal dilakukarr renovasi dan/atau relokasi

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

b. melakukan Penataan terhadap pedagang kaki lima di

lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar

tidat menggangu ketertiban;

c.mengupayalan sumber-sumber alternatif pendanaal

untuk pemberdayaan pedagang Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swa-layan; darr

d. memfasilitasi pembentukan organisasi pedagang Fusat

Perbelanjaan darr Toko Swalayan.

BAB Vll

PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG,

SERTA PEヽlANFAATAN FASILlTAS

Bagian Kesatu

Penataan dan Penempatal Pedagang

Paragraf 1

Penataan dan Penempatan Pedagang

pasal 30

(1) Penataan darr penempatan Pedagalg dilakukan dengan

prinsip 1 (satu) Pedagang 1 (satu) lapak.

{2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapa-n

sebagai berikut:

a. Penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar Ralgrat,

Pusat Perbelaijaan darr Toko Swalayan;

b. sosialisasi;

c. serah terima tempat lapak (toko/kios/los);

d. penandatanganan surat perjanjian/pakta integritas;
e. penandatanganan SPPI/B; dan

f. penyerahan pakta integritas dan SPP|/B.

ち
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(3) Penentuan zonasi sebagairaana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan

memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur

balgunan gedung Pasar Ralqrat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan.

(4) Pelaksanaarl sosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, diLaksanakan untuk memberikan

pemal:aman kepada calon Pedagang mengenai ketentua.n

peraturan perundang-unda.Ilgall dar penetapan zonasi

sebagaimara dimatsud pada ayat (3).

(5) Serah terir:na tempat lapak (toko/kios/los) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakal dengan

penandatanganan berita acara serah terima pemakaiaa

antara Kepala Dinas selalu pengguna barang milik

Daerah dengan Pedagang, surat perrryataar menempati

lapak oleh Pedagalg, pal<ta integritas dan SPPat/B-

(6) Berita acara serah terima pemakaiarr sebagaimana

dimalsud pada ayat (5), adalal 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang.

(7) Berita acara serah terima pemakaian sebagaimala

dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:

a. dasar hukum pemakaian;

b. para pihak yalg menandatarrgani;

c. jeqis lapak dan jenis barang dagangan;

d. jangka waktu pemakaial lapak;

e. tata terlib, hak, kewajibal dan larangarr serta sanksi

bagi Pedagang; dal
I hal lain yang dianggap perlu.

(8) Penardatanganan surat perjaljian sebagaimana

ditnaksud pada ayat (2) huruf e, dilalsana}an
bersa]aaan penalldataIrgaran berita acara seralt terima
pemalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

|

t,
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(9) Muatan berita acara serah terima pemakaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara

mutatis mutandis sebagai muatan surat pedanjian

sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Penyerahan pakta integritas dan SPPT/B sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan pada

kesempatan pertama setelalt ditandatanganinya surat

perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragral2

Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang

Hasil Revitalisasi dan/atau Baru

Pasal 31

(l) Penataan dan penempatar kembali Pedagang di Pasar

RaLyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hasil

renovasi dan/atau pembalgunan/revitalisasi Pasa.r

Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern baru

dilakukan dengar skala prioritas.

(2) Skala prioritas Penataan daII penempatan kembali

Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengar

ketentuan sebagai berikut:

a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang

telah memiliki SPPI/B toko/kios/los dan terdaftar di
data Pedagang pada Dinas;

b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang

lapak/eceran/alas yang pernah dipungut retribusi
Daerah pelayanan pasar dan terdaftar di data Pedagang

pada Dinas; dan

c. prioritas ketiga diberikan kepada calon Pedagang yang

memiliki permohonan awa_l sebelum atau sedalg
dibangun/revitalisasi da.n terdaftar pada Dinas, dicatat

sebagai Pedagalg baru r̀

T
hl
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(3) Penataan dan penenpatan Pasar Trikora adalah sebagai

berikut:

a. lantai I, Pedagarg lama, jenis barang dagaJrgan umum;

b. lantai II, pelayanan jasa: gunting rambut/ salon,

penjahit pakaian dan Perdagangan Umum;

c. lantai UI, pedagang makalan; dan

d. space kosong ditentukar seca-ra teknis dilapangan

sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

(l) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan

prioritas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(2) telah terpenuhi, mal<a untuk lapat yang masih kosong

diberikan kepada calon pengguna baru yang telalr

mendaftarkan diri sebagai peminat pema.kai.

(2) Terhadap calon pengguna baru yang telah mendaftarkan

diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

verihkasi.

(3) Skala prioritas berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuarr sebagai

berikut:

a. prioritas pertama diberikar kepada warga masyarakat

setempat lingkungan pasar;

b. prioritas kedua diberikan kepada warga masya-rakat

setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan

c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari

luar wilayah kecamatan lokasi pasar.

Pasal 33

Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon

pemakai lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

dan diumumkan secara terbuka. l

ト
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Pasal 34

(1) Setiap pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan dart Toko Swalayan wajib memiliki

SPPT/8.

(2) SPPI/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

dengan masa berlaku I (satu) tahun dan dapat

diperpanjalg sesuai dengan masa berlakunya berita acara

serah terima pemakaian dafl surat pedanjiar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (8).

(3) Bentuk dan fonrat SPPT/B sebagaimala dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas

selaku penanggunglawab pendapatan asli Daerah.

Paragraf 4

Pemindahal/Pengalihan dan Pencabutan

Hak Pakai tapak

Pasal 35

(1) Pemakai tapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakjrat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan yarrg tidak menggunakan

lagi lapaknya untuk berdagang, dapat memindahkan

kepada orang lain melalui prosedur administrasi balik

narna yarg dilakukan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(2) Pemindaha-n hak pakai sebagailrnna dimaksud pada ayat

(1), harus mendapat persetujuar Kepala Dinas dan

dilaksanakan dengan perubahar dan/atau pembaharuan

dokumen berita acara serah terima pemakaian, surat

pe{anjiar, dan SPPI/B sebagaimana dimaksud da-lam

Pasal 30 ayat 16) dan ayat (8) serta Pasal 34.

(3) Pemindahan hak patai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dipungut retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
卜・L
u    ′
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(4) Pemungutan retribusi sebagaimara dimaksud pada ayat

(3), dibebankar pada pematai baru.

Pasal 36

Berita acara serah terima pemakaian dan surat perjanjiaa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta SPPT/B

sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 34 dicabut, apabila:

a. tetap;

b. pemegang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum

datam berita acara serah terima pemakaian dan surat
perjaqjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7)

dan ayat (10);

c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidal
menjalankar usahanya selarna 3 (tiga) bulan berturut-

turut tanpa keteralgan yangjelas; dan

d. pemegang SPPI/B yang bersangkutan meninggal dunia

dan ahli waris tidat melaporkan kepada Kepala Dinas

melalui kepala bidang pengelolaan pasar.

Bagian Kedua

Pemanfaatar Sarafla Fasilitas Pasar untuk
Kebutuhan Pemerintah Daerah

Pasal 37

(1) Pemanfaata-n sarana fasilitas Pasar untuk kebutuhan

Pemerintah Daerah yaitu dalam hal pelayaiaa publik.

(2) Dalam ralgka pemanfaatan sarana fasilitas pasar

sebagaimar:a dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan di
lokasi pasar dengan tidak mengganggu kegiatan

operasional pasar sehari hari.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana fasilitas pasar

untuk kebutqtran Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati

十
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Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

Pasal 38

(1) Dalam ralgka menjaga dal memelihara balgunan dan

fasihtas dalam Pasar Ral<yat, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Swalayan, Pedagang dapat melakukar perbaikan

atas lapak (toko/kios/1os) yang ditempatinya karena

kerusakal yang disebabkan pemataian dan/atau
kelalaiarlya,

(2) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tanpa merutrah bentuk dan

fungsi utamanya.

(3) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana

dimatsud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan izrn Kepala Dinas dan dengan pemantauan

serta pengawasan kepala bidang pengelolaan pasar atau
pengelola Pasar Ralyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan.

Pasa] 39

(1) Guna menyampaikan informasi dan/atau edukasi

kepada pedagang, pengunjulg atau masyarakat luas,

komponen pendukung berupa reklarne sebagaimana

dimatsud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dapat

dimanfaatkan secara optimal oleh Kepala Dinas dengan

menyewakan kepada pihak ketiga.

(2) Teknis pemanfaatan reklame sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada

keteltuan peraturan perundaig-undangan.

ketiga

\

Pasal 40

(1) Guna meningkatka.n pengelolaan dan pelayaran umum

Pasar Rakjrat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

agar berhasi.l guna dan berdaya gula, Pemerintah

Daerai dapat melaksanakan kerja sa-ma dengan pihat
f

r
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Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfataan

da.rt pengelolaal komponen utama dan komponen

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air

menjadi talgggung jawab para Pedagang yang menempati

Toko atau Kios, Lapak/ Eceran/alas.

(3)Teknis pelal<sanaan pembayaran beban pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor secara

perorargan kepada pihak perusahaan listrik negara dan

perusahaan Daerah air minum setempat.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN

Pasel 42

(1) Pemungutan retribusi Daerah pelayanan Pasa-r Ralqrat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalr retribusi

Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dilaksanakan oleh Dinas melalui
juru pungut yarg ditunjut dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(2) Pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi di Pasar

Ra-lryat, Pusat Perbelanjaa-n dan foko SwalaVan. 
I q
I

I

(2) Pengelolaan dan pelayanarr yang dikerjasamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen

utama dan komponen pendukung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23, sepanjang tidak mengganggu

fungsi utamanya.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi



Pasal 43

(1) Retribusi Daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 42,

dipungut secara manual atau secara elektronik.

(2) Pemungutan retribusi Daerah secala manual maupun

secara elekronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan menggunakan kartu kontrol khusus

Toko atau Kios dan kdcis harian kepada Pedagalg

Lapak/Eceral/alas atau dokumen lain yang

dipersamakarl.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat {21, dapat berupa:

a. kartu kontrol

b, karcis;

c, surat tanda setoran; atau

d. kuitansi.

{4) Pemungutan retribusi Daerah secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

menggu nal<an kartu e-Retribusi.

(5) Penggunaan ka.rtu e-Retribusi sebagaimara dimaksud

pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan darl kebljakan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Pemungutan retribusi Daerah menggunalan kartu kontrol
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 43 ayat (3) huruf a,

dinyatakan sah apabila telah ditandataflgani oleh Kepala

Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasat 43 ayat (3)

huruf b, sebelurn dipergunakan harus diperporasi atau

diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerall yang

menyelenggarakan

keuangan Daera]l-

urusan pemerintahan dibidang

i,
q
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Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 45
(1) Setiap pembayaral retibusi Daerah yang dilakukan oleh

para petugas retribusi yang ada di Pasar Rakyat, Pusat

Perbelaljaan dan Toko Swalayan disetor ke bidang

pengelolaan pasar kemudian bidang pengelolaan pasar

membuat buldi penyetoran setelah itu disetor ke

bendahara penerimaan, kemudial bendahara penerima

membuat bukti setoran dan menyetorkarnya ke Bant
yang dituqjuk Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima

pendapatan asli Daeralr.

(2) Bukti pembayarart sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan da-n kebiial<an Pemerintah Daerah.

Pasa.l 46

(1) Pembayaran retribusi secara malual dilakuka-n melalui
para petugas retribusi yang ada di masing-masing Pasar

Ralgrat, Pusat Perbelarjaan dan Toko Swalayan disetor ke

bidang pengelolaan pasar kemudian bidang pengelolaan

pasar membuat bukti penyetoran setelah itu disetor ke

bendahara penerimaan, kemudial bendahara penerima

membuat buLti setoran dan menyetorkannya ke Bank
yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima

pendapatar asli Daerah.

I q

(3) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasat

43 ayat (3) huruf c, dinyatakan sah apabila telah

mendapat tanda pengesahan dali bank penyimpan kas

Daerah.

(4) Kuitansi sebagaimana dimaksud datam Pasal 43 ayat (3)

huruf d, dinyatakar sah apabila telah mendapat tanda

pengesahan dari bendahara penerimaan Dinas.
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(2) Bidang pengelolaan pasar menyetorkan hasil pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bendahara

penerimaal Dinas.

{3) Setiap setoran hasil pembayaraa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dicatat dalam buku kas/buku penerimaan

,'etribusi Daerah-

Pasal 47

(1) Hasil pembayaral retribusi Daerah aebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46, disetor ke kas Daerah.

(2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimalsud pada

ayat (1), dilakuka! paling lambat 2 x 24 jarn, kecua-li

diluar hari kerja dan pada hari libur.

Pasal 48

11) Pembayaran retribusi Daerah secara elektronik

sebagaimana dimalsud dalarn Pasal 43 ayal (41 dan ayat

(5), dilakukar melalui juru pungut dengan menggunakan

mesin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penerimaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana

dimalsud pada ayat (1), tercatat secara elektronik pada

Bank penyimpan kas Daeratr.

(3)Rekapitulasi penerimaan secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditransfer sebagai penerimaan

Dinas.

(4) Teknis pencatatan dar} transfer sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), mengikuti ketentuan yang

berlaku pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

dan ketentuan peraturan perundang-undalgal.
\
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Pasal 49

Pengajuan permohonal pengura-ngan, keringanar atau

pembebasan retribusi Daerah diatur mengikuti ketentuan

dalam Peratura.a Daerah Doengenai pajak Daerah dar
retribusi Daerah

Pasal 50

Kedaluwarsa penagihan retribusi Daerah diatur mengikuti

ketentuan dalam Peratrrran Daerah mengenai pajak Daerah

dan retribusi Daerah.

Pasal 51

Piutarg {etribusi Daera}r yang tida} mungkin ditagih lagi

karena hak ulhrk melakukan penagihan sudah keda.luwarsa

diatur mengikuti ketentuan dala$ Peraturan Daerah

meagenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.

BAB Ix
TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Tertib Bargunarr, Penempatan Daga[ga.n, Kebersihal, darr Keamanan

Paragra-f 1

Bangurarr

Pasal 52

(1) Guna tertib balgunan Pasar Ra$at, Pusat Perbelanjaa!,

dan Toko Swalayal, Pemerintah Daeralr berwenang

menetapkar struktur, luas dalr bentuk bangunan Pasar

Rakyat.

r
i
t

0,

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan, Keringanan

dan Pembebasan Retribusi
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(2) Penetapan strultur, luas dan bentuk balgunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek

ekonomi, sosial dal budaya Daerah serta ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Terhadap struktur', luas dan bentuk bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh

dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan strukhrr

bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan

peraturan perundang-undanga-n.

Paragral2

Penempatan Dagangan

Pasal 53

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan

kenyamanan lingkungan Pasar Ralq/at, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan, Pedagang wajib menempat-kan barang

dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak

membahayakan keseLamatan umum serta tidak melebihi

batasan tempat berdagang yang menjadi halmya.

Paragraf 3

Kebersihal

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat

pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan

keindalnn lingkungal Pasar Ralqrat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swa.layar.

(2) Guna pelaksanaan talggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib

menyediakai dan/atau memelihara komponen utama dan

komponen pendukung Pasar Ralg/at. Pusat Perbelanjaan
t-

dan Toko Swalayar. p (,
I



(3) Pedagang, pembeli dan qrasyarakat pengunjung wajib

berpartisipasi dalam pemeliharaan komponen utana dan

komponen pendukung Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan.

(4) Targgung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan

lingkungan Pasar Ral$rat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundalg-

undanga.n.

Paragraf 4

Keamanan

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dart masyarakat

pengunjung bertanggung jawab terhadap kearaanan dan

ketertiban lingkungan Pasar Ralgrat, Pusat Perbelaljaan

dan Toko Swalayan.

(2) Kearnanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur

bangunan gedung komponen utama dal komponen

pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan.

(3)Pemeliharaan keamanan tingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk

mencegah, menargkal dan menanggulangi segala bentuk

gangguan keamanan kepada Pedagang, pengunjung,

balgunan gedung komponen utama dan komponen

pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan serta lingkungan.

(4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib

berpartisipasi dalarn pemeliharaan keamaran dan

ketertiban lingkungal Pasarr RalgIat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan sebagaimana dimalsud pada ayat (1).

|
q
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(5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban
lingkungan Pasar Ra\rat, pusat perbelanjaan dan Toko
Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilalsanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 56

Setiap Pedagang di pasar Ralyat, pusat perbelanjaan dan
Toko Swalayal, dilarang:

a. memiliki SPP|/B lebih dari 1 (satu);
b. mengalihkan dal/atau memindahtangankan Sppt/B

kepada orang lain ya-ng tidak berhak;
c. menempati tempat dasaJan yang bukan halo:ya atau

lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
d. meninggalkal barang dagalgan tidal pada tempatnya;
e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
f. mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau

bangunan serta memasarg atau mengubah instalasi
iistrik tarpa izin tertulis dari pemerintah Daerah atau
pejabat yang ditunjuk;

g. menggalti dan/atau mengubah jenis barang dagangaa
sehingga berbeda dengal jenis barang dagangan yang
tercantum datam SppT/B;

h. mer{ual barang dagangan yang dapat menimbulkaa
bahaya terhadap bangunan gedung pasar Rakyat, pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayal atau terhadap marusia
dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
dan/atau

i. menggunakan tempat didalarn pasar

Perbelanjaan darr Toko Swa.layan
dan/atau tempat tinggal. [ ,- *- 

l^$
I

Ralgrat, Pusat

sebagai gudang



Pasal 57

Setiap orang di dalam lingkungan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilarang:

a. menempatkan atau mengendalai kendaraan dan/atau

alat pengangkut barang tidak ditempat yang sedial<art

atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;

b. bertempat tinggal di datam tingkungan Pasar Ral<yat,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swa-layart;

c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayar di luar jam operasional,

kecua.li dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat,

Pusat PerbeLanjaan dan Toko Swalayan atas seizin kepala

bidang pengelolaan;

d. dalam keadaan mabuk;

e. mengotori halaman dan bangunaJr gedung komponen

utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanj aan dan Toko Swalayan;

f. merusak bangunan gedung komponen utama dan

komponen pendukung Pasar Rakyat, Pusat Perbelaljaan

dan Toko Swalayan;

g. dalam keadaan menderita luka yang tidak terpeLihara

atau penyakit menular yarlg berbahaya;

h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau

i. menyalaLan api yang dapat membahayakan keamalan.

BAB X

DATA DAN INFORMASI PENATAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah wajib menlrusun data dan

menyampaikan informasi mengenai Penataan dan

pengelolaan Pasal Ralq/at, Pusat Perbelarjaan dan Toko

1仄
[
■
1

|

Swalayan di Dinas

"
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(2) Penl'usunan data dan penyampaian informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

memuat prolil masing-masing Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayal di Daerah

(3) Penyusunan data darr penyampaial informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara

teknis diLaksanakal oleh Dinas-

(4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan dengai berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam

penyelenggaraan dan pelaksanaai kegiatan pengelolaal

dan pemberdayaan Pasar Ralq,at, Pusat Perbelanjaan da-n

Toko Swalayan dengar Pihat Ketiga.

(21 Tata cara da! mekanisme serta pelal<sanaan kerja sama

sebag:ima1a dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB Xl

KERJA Sm PENATAAN DAN PENGELOLAAN

Pasa1 60

(1)PCdagang yang melanggar kctentuan sebagairnana

dinakSud dalaln Pasal 13, Pasa1 56 dan Pasa1 57,

dikenaka■l sanksi administrasi.

(2〕 Saksi adl■inistrasi sebagalma■la dinlaks■ld oada avat(1),

bCrupa l(1′
       ~            

・    ・

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASl
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a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. pencabutar SPPT/B; dan

d. pengosongan tempat berdagang.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimalsud pada ayat (2),

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peringatar tertulis diberikan sebarryal< 3 (tiga) kati

berturut-tun-rt, dengan masa waktu masing-masing

peringatan selaIna 7 (tujuh) hari;

b. pencabutan SPPI/B dilakukan dalam hal sampai

denga:r beral<hirnya masa walrtu peringatan tertulis
ketiga tidak ditindaklanjuti; da-tr

c. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan
dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

diterbitkan keputusan pencabutart SPPT/B tidak
dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dad
Pedagang yang bersargkutan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAヽ VASAN

Pasal 61

(1) Bupati melaksanakan pembinaal dall pengawasai

penyelenggar:aan pengelolaan dar pemberdayaan pasar

RakJrat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai

dengan kewenangaa dan berpedoman pada ketentuan
peraturar perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebag.irnana dimatsud
pada ayat (1), secara teknis dilalsanakar oleh Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan darr melaporkan hasil
pembinaan dan pengawasar sebagaimana dimatsud
pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling

sedikit 6 (ena:rl) bulal sekali atau sesuai dengan

kebutuhan pemerintah/pemerintah provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah

t♭
l
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(4) Laporan seb^gFimaia dimaksud pada ayat (3), sebagai

bahan evaluasi dan perumusal kebllakan lebih lanjut.

Pasal 62

Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaal Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaair dan Toko Swalayan, seb,g iYnara

dimat<sud da.lam Pasal 61, juga dapat dilakukan oleh

Perarrgkat Daera.h yang menyelenggarakal urusan

pemerintahan di bidalg pengawasan internal dan urusal
pemerintahan di bidaag penega-kan Peraturan Daerah.

BAB )ff/
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan,

pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan

pengawasan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaal dan Toko Swalayan.

(2) Tata cara dal1 mekanisme peran serta masyaral<at

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksarakan

dengan berpedoman pada ketentuar peraturan

perundang-undaogan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan

dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelar{aan dan

Toko Swalayan yang telah ditetapkar sebelum

ditetapkannya Peratuian Bupati ini, tetap dilaksanakan

sepanjang tidal bertentangan dengal ketentuar:r

peratuian perundalg-undangal dan ketentuan dalalar
r
i

■

ト
1

ヽ

Peraturan Bupati ini
0,,
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(2) Penataan darr penempatan Pedagang serta hak dan

kewajiban pemegang SPPI/B yang dilal{sarlal<arl dan

diterbitkar sebelum berlakunya Peratura-n Bupati ini,

tetap berlaku sepanjalg tidak bertentangan dengan

ketentua-n peraturan perundang-undangal.

(3) Kerja sama Pengelolaa! Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayal dengar pihak ketiga yang dibuat

ditardatangad sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati

ini, tetap berlaku sampai dengan bera.khirnya masa kerja

sama sebagaimana tertuarrg dalam naskah perjaljian

kerja sarla.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diuadangkal. Agar: setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangar Peraturan Bupati ini dengal
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

saneihe. ll it
I ,ibtapkan di Tahuna

pada tanggal 11 Oktober 2024

q. BUPATI KEPUI.AUAN SANGIHE,

BAB Xヽこ

KETENTUAN PENUTUP

′
●

醤
BERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKREIARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI/,UAN SANGIHE,

N IIARRY WOLFF

BERlTA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NOMOR 40


